BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU
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TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LUWU,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu Melimpahkan Kewenangan Kepada
Kepala Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2019;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagimana

dimaksud pada huruf a serta memperhatikan Surat
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor : 900/2362/BPKD/XII/2018,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);






10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);






12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21

-3

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;



Menetapkan
KESATU
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Melimpahkan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum
Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.

Tugas dan fungsi Kepala Satuan Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah

(BUD) sebagai berikut :

I. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
adalah :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;

b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

(BUD);
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh Bupati.

II. Tugas Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :

a. Menyusun kebijakan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
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c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

d. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

e. Menetapkan SPD,;

f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dn pemberian
pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

h. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan

serta penghapusan barang milik daerah;

j. Menunjuk dan mengusulkan Pejabat di lingkungan
satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku
kuasa BUD;

k. Menunjuk dan mengusulkan bendahara penerima
dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pada SKPD kepada Bupati Luwu;

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati Luwu melalui Sekretaris Daerah.

[
.

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019
dengan  ketentuan  apabila  terdapat  kekeliruan
didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal

BUPATRI L

A. MUDZAKKAR

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Menteri Keuangan RI di Jakarta;
Gubernur Sul-Sel di Makassar;

Kepala BPK Perwakilan VII di Makassar;
Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
Pertinggal.

Lenovohitamtian / D / Ivo / SK Tahun 2019



-—

/ X



